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ARTICLE INFO ABSTRACT / ABSTRAK

Pengelolaan pelatihan merupakan salah satu dari bagian manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Article history yang akuntabel diterapkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sejalan dengan misi yang
Received: diemban tanpa mengabaikan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi tersebut untuk
Maret 1, 2022 menjalankan kelima pilar akuntabilitas widyaiswara secara terintegrasi. Permasalahan penelitian
ini secara umum adalah menganalisis akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan.
Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan campuran. Teknik pengumpulan
data melalui pengamatan langsung, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Sampel penelitian
Accepted: yang digunakan sebanyak 56 responden widyaiswara. Teknik analisis data menggunakan
Maret 31, 2022 triangulasi yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa akuntabilitas widyaiswara berupa komitmen telah diaktualisasikan berdasarkan
kompetensi kepelatihanan yang diterapkan dengan afektif, normatif, kontinyu dan perspektif
dalam pengelolaan pelatihan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan. Akuntabilitas widyaiswara
berupa komunikasi menunjukkan bahwa akuntabilitas komunikasi cenderung dilakukan secara
online daripada offline dalam kegiatan kepelatihanan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
Akuntabilitas widyaiswara berupa koordinasi telah diwujudkan dan dilaksanakan oleh
widyaiswara dan peserta pelatihan dalam kegiatan kepelatihanan. Dalam hal ini akuntabilitas
koordinasi telah diwujudkan dalam peningkatan kompetensi dan kapasitas PNS sesuai dengan
kebutuhan kepelatihanan. Akuntabilitas widyaiswara berupa kapabilitas menunjukkan
widyaiswara telah memiliki kapabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan yang
profesional. Akuntabilitas widyaiswara berupa kolaborasi sebagai pertimbangan penting untuk
memudahkan terwujudnya pengelolaan pelatihan yang baik. Kolaborasi dalam penyelenggaraan
pelatihan sangat penting untuk terwujudnya mutu pelatihan yang sistematik, konsisten, logis dan
kompleks di lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan..

Revised:
Maret 15, 2022

The management of training represent one of a part from the State Civil Servant management which
accountable implemented by the BPSDM of South Sulawesi Province is in line with the mission carried out
without ignoring the meaning of human resources in the organization to carry out the five pillars of
accountability of widyaiswara in an integrated manner. The problem of this research in general is to analyze
the accountability of widyaiswara in the management of training. The approach used in this paper is mix
research approach. Data collection techniques used were direct observation, questionnaires, interview and
documentation. The research sample used was 56 widyaiswara respondents. The data analysis technique used
triangulation, namely data reduction, data presentation and data verification. The results showed that the
widyaiswara’s accountability in the form of commitment had been actualized based on the training
competencies that were applied affectively, normatively, continuously and with perspective in the
management of training at BPSDM South Sulawesi Province. The Accountabiity of widyaiswara in the form
of communication shows that communication accountability tends to be done online rather than offline in
training activities at BPSDM South Sulawesi Province. Widyaiswara accountability in the form of
coordination has been realized and implemented by widyaiswara and training participant in training
activities, in this case the accountability of coordination has been realized in increasing the competence of
PNS in accordance with the needs of training. Widyaiswara accountability in the form of capability shows
that widyaiswara has the capability in organizing and managing profesional training. Widyaiswara
accountability in the form of collaboration is an important consideration to facilitate the realizetion of good
training management. Collaboration in the implementation is very important for the realization of a
systemic, concistent, logical and complex quality of training within the BPSDM of South Sulawesi Province.
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1. Pendahuluan

Selama pandemi Covid 19 terjadi perubahan dalam skenario pembelajaran penyelenggaraan (the role of the
game) kegiatan pelatihan dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah
RI No. 17/ 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Edaran Kepala LAN No.
7/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Kewaspadaan dan Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus dalam
Penyelenggaraan Pelatihan, Surat Edaran Kepala LAN No. 10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis
Penyelenggaraan Pelatihan dalam Masa Pandemi Covid 19, dan Surat Edaran Kepala LAN No.
13/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Petunjuk Teknis Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pelatihan dalam
Masa Pandemi Covid 19 yang dilaksanakan dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (Distance Learning).

Kebijakan pemerintah untuk melakukan physical dan social distancing menjadikan skenario pembelajaran jarak
jauh sebagai salah satu solusi pembelajaran saat ini yang menjadikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi secara dalam jaringan (daring), dengan tujuan mencetak
PNS berkompeten yang dapat mentransformasikan kemampuan teknis dan non teknisnya walaupun berada dalam
masa pandemi. Media pembelajaran yang digunakan berupa Google Classroom dan Zoom secara online, dan juga
dilakukan offline secara klasikal yaitu tatap muka tapi terbatas dengan menerapkan shift pertemuan.

Dipahami bahwa SDM merupakan isu sentral yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mewujudkan
visi dan misi serta pentingnya peran SDM. Pengelolaan pelatihan yang terencana dan terarah untuk mewujudkan
SDM profesional mutlak diperlukan, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan sekarang. Dinamika
kerja menjadi pertimbangan penting bagi suatu organisasi dalam melakukan pelatihan. Setiap organisasi termasuk
dalam hal ini organisasi pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara
optimal dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sesuai dengan visi dan misi yang diemban.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, Pasal 1 (10) “Pejabat
Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan
penjaminan mutu pclatihan dalam rangka pcngcmbangan kompctcnsi yang berkedudukan di lcmbaga
penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah”. Pasal 6 menyebutkan tugas jabatan profesional widyaiswara
adalah melaksanakan kcgiatan pclatihan, pcngcmbangan pclatihan dan penjaminan mutu pclatihan dalam rangka
pengembangan kompetensi PNS. Urgensi akuntabilitas widyaiswara dalam suatu organisasi merupakan
kebutuhan dan desakan agar setiap anggota dan pimpinan organisasi menjadi organel yang mampu bekerja secara
bertanggungjawab.

Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, diakui bahwa akuntabilitas
widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan telah dijalankan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 211 mengenai
pengembangan kompetensi melalui pendidikan formal dan pemberian tugas belajar, serta Pasal 212 mengenai
pengembangan kompetensi melalui pelatihan klasikal dan non klasikal, tetapi realisasinya belum optimal sesuai
dengan target yang diharapkan. Tentunya ditemukan ada kendala atau hambatan baik secara internal maupun
cksternal yang menjadi penyebab akuntabilitas widyaiswara belum teraktualisasi dengan baik (Laporan Kegiatan
Pelatihan di BPSDM Provinsi Sulawesi, 2021).

Ada beberapa hasil tulisan yang memberikan report review yang menunjukkan bahwa akuntabilitas
widyaiswara yang diterapkan selama ini baru teraktualisasikan 70% sesuai dengan kebijakan dan kondisi
organisasi. Akuntabilitas widyaiswara mengharuskan bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan hasil
kerjanya secara beretika, transparan dan berorientasi hasil (Patahullah, 2021). Kenyataannya memperlihatkan
bahwa akuntabilitas widyaiswara yang diaktualisasikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih
menunjukkan akuntabilitas yang semu (pertanggungjawaban yang menimbulkan banyak koreksi atau catatan
perbaikan), masih ditemukan akuntabilitas rekayasa, akuntabilitas konspiratif dan akuntabilitas manipulatif
(Patahullah, 2021). Pengelolaan pelatihan yang akuntabel diterapkan oleh BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan
scjalan dengan misi yang diemban tanpa mengabaikan arti sumber daya manusia yang ada dalam organisasi
tersebut untuk menjalankan kelima pilar akuntabilitas widyaiswara secara terintegrasi untuk selalu memiliki
komitmen yang tinggi, berkomunikasi secara efektif, berkoordinasi secara terintegrasi, memiliki kapabilitas yang
berkompeten dan berkolaborasi secara agregat dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang
baik dalam melakukan pengelolaan pelatihan.

Tulisan ini secara ilmiah tidak terlepas dari beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa akuntabilitas
widyaiswara menjadi prioritas bagi organisasi yang maju dan modern. Allen dan Meyers (2019) akuntabilitas
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mcrupakan instrumen dan instruksi tentang scgala kewajiban dan kcwcnangan untuk dipcrtanggungjawabkan
dan diminta mempertanggungjawabkan hasil kerja sesuai kesuksesan dan kegagalan yang dicapai. Penilaian
akuntabilitas menjadi penting untuk mcngctahui komitmen, komunikasi, koordinasi, kapabilitas dan kolaborasi
dari individu, kelompok dan pimpinan dalam suatu organisasi sesuai dengan akuntabilitas widyaiswara yang
diembannya.

Hardhienata (2017) akuntabilitas widyaiswara merupakan grand design yang penting dalam melakukan tata
kelola organisasi. Grand design dari akuntabilitas widyaiswara yaitu reorganization, reinventing dan reeinggenering
terhadap konsep lima pilar akuntabilitas widyaiswara (commitment, communication, coordinating, capability,
collaborating) untuk bertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan hasil kerjanya kepada organisasi dan
publik. Holmes (2018) proposisi dan premis yang menyatakan akuntabilitas merupakan kewajiban dan
kewenangan untuk memperlihatkan keberhasilan dan kegagalan tugas yang harus dipertanggungjawabkan.
Analisis akuntabilitas widyaiswara yang modern adalah pertanggungjawaban organisasi terhadap publik secara
konstruktif berpihak kepada publik. Artinya, semakin teraktualisasikan akuntabilitas widyaiswara dalam suatu
organisasi, maka hasil yang ditunjukkan menjadi efisien, efektif dan memuaskan bagi publik.

Stuggard dan Norman (2019) tantangan dan dinamika persaingan kerja selalu menempatkan akuntabilitas
sebagai syarat mutlak dalam mewujudkan tata kelola birokrasi yang baik. Akuntabilitas birokrasi selalu
diformulasikan dengan melibatkan komitmen, komunikasi, koordinasi, kapabilitas dan kolaborasi sebagai suatu
kesatuan pendukung terwujudnya cksistensi akuntabilitas widyaiswara.

Lorena (2020) bahwa akuntabilitas berupa komitmen berperan penting bagi pegawai dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang baik. Seorang pegawai diharuskan memiliki akuntabilitas komitmen untuk menjalankan
semua kebijakan organisasi. Setiap pegawai dituntut berikrar dalam memajukan organisasinya. Wujud dari
konsep tersebut merupakan pengejawantahan dari seluruh totalitas kerja yang diemban untuk mewujudkan
tujuan organisasi sesuai kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Amri (2020) akuntabilitas 5C berperan
penting dalam aktivitas suatu organisasi.

Konsep pilar akuntabilitas ”5C” merupakan pendekatan yang lazim diterapkan oleh beberapa instansi atau
lembaga yang digunakan untuk menilai akuntabilitas termasuk “akuntanbilitas” dalam pengelolaan pelatihan
untuk mewujudkan tujuan organisasi. Istilah akuntabilitas 5C (commitment, communication, coordinating, capability
dan collaboration) yang diperkenalkan sebagai pilar akuntabilitas widyaiswara.

Substansi dari akuntabilitas 5C ini dapat dijelaskan secara detail oleh Piano (2018:59) setiap organel
organisasi menjalankan pekerjaan sesuai konsep 5C agar terwujud akuntabilitas yang diharapkan. Berikut
dijelaskan konstruksi 5C tersebut sebagai pendekatan akuntabilitas widyaiswara secara substansial: 1) Commitment
(komitmen) merupakan pilar kerja yang menuntun setiap widyaiswara untuk berkomitmen menjalankan
pekerjaannya dengan baik; 2) Communication (komunikasi) merupakan pilar kerja yang dibutuhkan setiap
widyaiswara dalam membicarakan, membahas dan mendiskusikan pekerjaan; 3) Coordinating (koordinasi)
merupakan pilar kerja yang terintegrasikan bagi setiap widyaiswara dalam mengembangkan dan menjalankan
pekerjaan menuju akuntabilitas administratif yang diharapkan; 4) Capability (kapabilitas) merupakan pilar kerja
dari akses yang dimiliki oleh setiap widyaiswara dalam menjalankan pekerjaannya untuk mewujudkan
akuntabilitas widyaiswara yang diharapkan; dan 5) Collaboration (kolaborasi) merupakan pilar kerja yang terpadu,
yang harus dimiliki oleh setiap widyaiswara dalam mengembang pekerjaannya untuk mewujudkan akuntabilitas
widyaiswara secara teratur dan tertib.

Penerapan pilar 5C bagi suatu organisasi dalam menjalankan pekerjaan untuk mewujudkan akuntabilitas
widyaiswara menjadi penting dan diperlukan. Karena itu pilar komitmen menjadi penting dalam mewujudkan
akuntabilitas widyaiswara bagi para widyaiswara. Menurut Allen dan Smith (2019) komitmen organisasi menjadi
penting bagi setiap widyaiswara dalam mewujudkan akuntabilitas widyaiswara. Allen dan Smith menguraikan
inti dari komitmen organisasi dibangun atas empat konstruksi yaitu komitmen afektif (affective commitment),
komitmen normatif (normative commitment), komitmen kontinyu (continue commitment) dan komitmen perspektif
(perspective commitment). Aktualisasi pilar komunikasi mengadopsi pendapat dari DeVito (2019) komunikasi
merupakan pengiriman pesan dari komunikator ke komunikan untuk saling memahami maksud dan tujuan yang
akan dikomunikasikan. Wujud komunikasi dalam penerapannya berupa komunikasi interpersonal, komunikasi
intrapersonal, komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Wujud komunikasi tersebut saling berkaitan dalam
mempengaruhi terciptanya akuntabilitas.

Koordinasi bagi suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan akuntabilitas. Setiap widyaiswara
dalam suatu organisasi harus selalu berkoordinasi satu sama lainnya. Menurut Norton (2019) koordinasi yang
diterapkan dalam suatu organisasi diklasifikasikan dalam tiga wujud yaitu koordinasi horizontal, vertikal dan
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fungsional. Kapabilitas diartikan sebagai kemampuan dari sumber daya yang dimiliki organisasi baik bersifat
individu, kelompok dan pimpinan di dalam mengembang scbuah kewenangan atau kewajiban yang harus
dijalankan secara akuntabel (dapat dipertanggungjawabkan). Menurut Donald dan Gibson (2019) sumber daya
organisasi yang berorientasi akuntabel yang memiliki kapabilitas teknis, taktis, praktis dan profesional dalam
menjalankan tugas secara teratur dan tertib. Pilar akuntabilitas yang terakhir adalah kolaborasi yaitu sebuah
perilaku dan tindakan dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menjalankan aktivitas kerjanya
secara sistematik, konsisten, logis dan kompleks untuk mewujudkan akuntabilitas widyaiswara. Menurut Dessler
dan Thompson (2019) kemajuan dan kemodernan dunia kerja tidak terlepas dari kolaborasi yang sistemik secara
konsisten dapat diterima secara logis dalam suatu kompleksitas kerja yang terpadu.

Unsur akuntabilitas komunikasi yang diterapkan memberikan hasil bahwa komunikasi secara interpersonal,
intrapersonal, kelompok dan massa sebagai unsur komunikatif yang menentukan keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan organisasi. Temuan dari akuntabilitas komunikasi yang dihasilkan yaitu “komunikasi
transparansi” setiap anggota organisasi harus berkomunikasi secara transparan di dalam memberikan informasi
dan data yang berkaitan dengan pelayanan organisasi. Azizah (2020) membuktikan bahwa akuntabilitas
komunikasi secara terapeutik mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan organisasi pada instansi pemerintah.
Temuan hasil penelitian tentang akuntabilitas komunikasi menghasilkan proposisi “komunikasi sebagai instrumen
penting dan menentukan hubungan erat dalam menyelesaikan aktivitas organisasi” dengan premis semakin sering
anggota organisasi berkomunikasi, maka semakin mudah mengaktualisasikan dan mengaplikasikan pesan penting
kebijakan organisasi (Azizah, 2020).

Nurdin et al (2014) akuntabilitas koordinasi sulit diterapkan jika tidak diaktualisasikan sesuai dengan garis
komando, kepentingan dan kerjasama dalam mewujudkan pengelolaan tugas pokok dan fungsi ASN dalam suatu
organisasi. Temuan hasil penelitian sebelumnya berupa “koordinasi integrasi” bahwa akuntabilitas organisasi yang
terkoordinasi menghasilkan koordinasi di bawah garis komando (secara vertikal, horizontal dan fungsional) untuk
mewujudkan kepentingan organisasi melalui kerjasama yang padu. B. Guy (2018) bahwa semakin sering instansi
melakukan koordinasi yang baik dengan semua anggotanya, maka semakin terpercaya akuntabilitas diterapkan.
Tcmuannya mcnunjukkan bahwa orang-orang yang berkoordinasi adalah orang yang memiliki akuntabilitas yang
profesional sesuai kompetensi dan kapasitasnya untuk mengembang kegiatan pelatihan baik untuk kebutuhan
kelembagaan, manajerial dan operasional.

Mubarak dan David (2016) kapabilitas sumber daya manusia sangat tergantung pada kompetensi yang
dimilikinya. Kompetensi lahir dari pengalaman untuk mendapatkan pengetahuan akan keterampilan yang menjadi
sikap penguasaan kerja. Semakin tinggi kapabilitas kompetensi maka semakin terwujud akuntabilitas kerja yang
diharapkan. Kompetensi akan melahirkan kapabilitas yang sesuai dengan akuntabilitas seseorang. Minna (2020)
menemukan model akuntabilitas kapabilitas yang disebut dengan “model akselerasi kapasitas”. Semakin cepat
seseorang mencari tahu keunggulan, maka semakin terampil dalam menguasai bidang kerja secara profesional. Ini
berarti kapabilitas seseorang dapat dipercepat dengan memperbanyak pengetahuan secara teknis, terampil secara
praktis, berpengalaman secara taktis dan bersikap secara profesional. R Yuliati (2017) bahwa akuntabilitas dan
kepentingan publik membutuhkan kolaborasi dalam menata penyelenggaraan pemerintahan. Kolaborasi itu itu
diaktualisasikan secara sistematik, konsisten, logis dan kompleks untuk membangun paradigma baru dalam setiap
penyelenggaraan pemerintahan. K. Godwin (2021) pemerintah dalam menjalankan aktivitasnya dituntut mampu
mengembangkan akuntabilitas dan kepentingan publik secara kolaborasi. Temuan dari penelitian terdahulu yaitu
menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara berkolaborasi antara pengembangan akuntabilitas dan

kepentingan publik.

2. Metodologi

Pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu menggunakan pendekatan campuran (deskriptif kualitatif-
kuantitatif). Metode dcskriptif kualitatif menjelaskan informasi yang terjaring dari informan sesuai dcngan hasil
wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan melakukan tanya jawab mendalam kepada
para informan. Dan kuantitatif menjelaskan data berupa angka-angka yang telah diolah dari kuesioner yang
menyajikan daftar pertanyaan untuk diberikan kepada responden dengan menconteng bobot jawaban sesuai
asumsi kategori, menggunakan cara statistik mengenai permasalahan akuntabilitas widyaiswara dalam
pengelolaan pelatihan, yang selanjutnya akan dibahas dan dianalisa dengan berbagai teori dan pendapat, schingga
akhirnya dapat diambil kesimpulan.

Lokus penelitian ini adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan.
Fokus penelitian yaitu akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan di masa pandemi. Teknik
pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan
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wawancara mendalam. Wawancara ini peneliti lakukan pada beberapa informan penelitian dalam hal ini sebagai
informan yaitu 1 orang Kepala BPSDM dan 3 orang widyaiswara. Total informan sebanyak 4 orang. Analisis data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan data-data tentang kajian tulisan akuntabilitas
widyaiswara pengelolaan pelatihan. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang
lazim disebut dengan metode triangulasi, yang terjadi secara bersamaan sesuai dengan data yang terkumpul yang
selanjutnya melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Konsekuensi dari hal
tersebut, pengumpulan dan analisis data harus selalu berjalan pada waktu yang bersamaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Akuntabilitas Widyaiswara

Gafar  (2019) setiap pemegang jabatan yang diamanahkan oleh organisasi harus dapat
mempertanggungjawaban sesuai kompetensinya. Berarti akuntabilitas widyaiswara adalah tanggungjawab atas
kompetensi seorang widyaiswara dalam melaksanakan pekerjaannya. Arifiyadi (2018) akuntabilitas adalah
kewenangan yang diberikan kepada sescorang untuk dipertanggungjawabkan sesuai kompetensinya.
Akuntabilitas selalu menjelaskan kewenangan yang dikerjakan untuk dipertanggungjawabkan kepada organisasi.
Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada
pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas seorang
widyaiswara  adalah  menjelaskan  kewenangan  pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya  untuk
dipertanggungjawabkan. Termasuk dalam kewenangan mengelola pelatihan.

Akuntabilitas adalah perihal kewenangan dan tanggungjawab yang diberikan kepada individu, kelompok atau
organisasi untuk dipertanggungjawabkan. Steband (2017) akuntabilitas mempunyai nilai esensial untuk
menjalankan amanah kewenangan kemudian mempertanggungjawabkannya sebagai nilai penting dalam
mengembang pekerjaan.

Turner dan Hulme (2018) akuntabilitas menjadi keharusan lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada
pertanggungajwaban horizontal dan vertikal. Utama (2016) akuntabilitas sebagai kemampuan memberi jawaban
kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu
organisasi. Sementara Sedarmayanti (2019) akuntabilitas yaitu perwujudan kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berdasarkan pengertian akuntabiitas di atas, ini menjadi relevan untuk melihat pentingnya
pertanggungjawaban atas segala amanah, kewenangan dan pelaksanaan tugas yang diberikan kepada widyaiswara
dalam pelaksanaan pengelolaan pelatihan yang baik untuk mewujudkan standar akreditasi institusi. Melalui
akuntabilitas widyaiswara diharapkan pengelolaan pelatihan ke depan lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada
publik maupun pemerintah.

Peran utama widyaiswara dalam penyelenggaran Pelatihan adalah mengaktualisaikan rancangan Pelatihan
menjadi kegiatan pengelolaan pembelajaran. Kemudian menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional
Widyaiswara, pasal 1 (10) menjelaskan; Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional
dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan
Pengembangan Pelatihan pada Lembaga Pelatihan Pemerintah. Widyastika & Lina (2017) berpendapat “the
engagement (waid)/aiswara has become an important thing in the State’s Training Program Agency, which is Centre for
Education and Training g{ The Ministg/” jadi keterlibatan widyaiswara telah mcnjadi hal penting yang mcrupakan
pusat untuk pelatihan tenaga kerja.

Widyaiswara harus memiliki spesialisasi yang mengacu pada standar kompetensi tertentu sebagaimana
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42
Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara Pasal 1 ayat (9) mengatakan bahwa; spesialisasi
widyaiswara adalah keahlian yang dimiliki oleh widyaiswara yang didasarkan pada rumpun keilmuan tertentu
sesuai latar belakang pendidikan dan atau pengalaman kerjanya. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (20) dikemukakan,
bahwa; Standar kompetensi widyaiswara adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang
diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan fungsional widyaiswara.

Unsur dan sub unsur kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, pasal
7 (1) unsur kegiatan tugas jabatan fungsional widyaiswara yang dinilai angka kreditnya terdiri atas pelatihan,
pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu. Sementara pasal 7 (2) menyebutkan sub unsur dari kegaitan
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untuk pelatihan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan. Pengembangan pelatihan
meliputi pengembangan model pembelajaran dan evaluasi pengembangan pelatihan. Sedangkan penjaminan
mutu pelatihan terdiri atas perencanaan, pelaksanaan evaluasi penjaminan mutu pelatihan.

Turner dan Hulme (2018) akuntabilitas menjadi keharusan lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada
pertanggungajwaban horizontal dan vertikal. Utama (2016) akuntabilitas sebagai kemampuan memberi jawaban
kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu
organisasi. Sedarmayanti (2019:61) mengemukakan bahwa akuntabilitas sebagai wujud dari pertanggungjawaban
atas keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.

Widyaiswara menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara, Pasal 1 (10) “Pejabat
Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan
penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga
penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah”.

3.2. Pengelolaan Pelatihan

Pengelolaan pelatihan adalah proses kegiatan yang dilakukan mulai dari mengelola, melaksanakan, dan
mengevaluasi pelatihan. Hal ini senada dengan pendapat dari Hamzah (2017) bahwa pengelolaan kegiatan
pelatihan merupakan proses pembelajaran utuh dan menyeluruh yang dimulai dari perencanaan dan pelaksanaan
hingga evaluasi pelatihan, termasuk evaluasi programnya dalam rangka mencapai tujuan pelatihan seperti yang
telah ditentukan. Dalam mengelola pelatihan terdapat tiga kegiatan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh
pendidik yaitu kemampuan merencanakan pengajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran,
kemampuan mengevaluasi pembelajaran (Masoud, 2013).

Kegiatan pelatihan memerlukan pengelolaan karena sebelum proses belajar mengajar berlangsung, seorang
pendidik hendaknya menguasai secara fungsional pendekatan sistem pengajaran, prosedur, metode, teknik
pengajaran, menguasai bahan ajar secara mendalam serta berstruktur dan mampu merencanakan penggunaan
fasilitas pembelajaran. Dalam mengelola pelatihan terdapat tiga kegiatan dan kemampuan yang harus dikuasai
oleh pendidik yaitu kemampuan merencanakan pengajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran,
kemampuan mengevaluasi pembelajaran (Masoud, 2013). Ambarita (2016) secara umum pengelolaan pelatihan
terdiri atas perencanaan (persiapan), pelaksanaan, dan penilaian.

Menurut Burden dan Byrd (2016) mcnyatakan perencanaan pclatihan mcrupakan elemen kritikal untuk
proses pelatihan. Sehingga apabila perencanaan pelatihan yang baik akan berdampak positif pada proses belajar
peserta pelatihan. Ambarita (2016) pelaksanaan pembelajaran pelatihan merupakan kegiatan menyeluruh yang
mencerminkan interaksi atas input dinamis (widyaiswara dan peserta pelatihan) dan input statis (sarana
prasarana) yang dikendalikan oleh input manajemen (tata tertib ditempat belajar). dalam Ambarita (2016)
penilaian merupakan kebutuhan intrinsik dalam kegiatan pembelajaran, dan suatu pembelajaran hanya akan

efektif apabila didukung oleh penilaian yang efektif pula.
3.3. Hasil Analisis Data

Akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan meliputi komitmen, komunikasi, koordinasi,
kapabilitas dan kolaborasi yang diterapkan di masa pandemi Covid 19 pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
Akuntabilitas widyaiswara dilihat dari komitmen yaitu widyaiswara menjalankan pekerjaannya dengan baik secara
bertanggungjawab. Komitmen yang dimaksud berupa berkomitmen afektif, normatif, kontinyu dan perspektif.
Akuntabilitas widyaiswara dilihat dari komunikasi sebagai upaya mewujudkan pelaksanaan kepelatihanan yang
sesuai dengan pengelolaan pelatihan yang diterapkan dengan baik. Komunikasi dalam pengelolaan pelatihan harus
mampu tersampaikan dan terealisasikan dengan baik kepada peserta pelatihan baik secara interpersonal,
intrapersonal, kelompok dan massa.

Akuntabilitas widyaiswara berupa koordinasi merupakan aktualisasi bentuk dan tindakan kerja yang dilakukan
oleh widyaiswara dalam mengembang dan bekerjasama dengan penuh tanggungjawab atas pekerjaan yang
diembannya. Koordinasi yang dijalankan berupa koordinasi horizontal, koordinasi vertikal dan koordinasi
fungsional. Akuntabilitas widyaiswara berupa kapabilitas merupakan aktualisasi atas kemampuan dan keahlian
widyaiswara menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kapabilitas yang dimaksud meliputi
kapabilitas teknis, taktis, praktis dan profesional. Akuntabilitas widyaiswara berupa kolaborasi merupakan
perilaku dan tindakan yang diambil oleh widyaiswara untuk mengembang pekerjaannya dengan teratur dan tertib
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secara bersama-sama dalam pertanggungjawaban kerja. Kolaborasi yang dimaksud yaitu sistematik, konsisten,

logis dan kompleks.

Berdasarkan hasil analisis data pada kelima indikator akuntabilitas widyaiswara, dapat disimpulkan pada tabel

berikut:
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Tabel 1. Tanggapan responden tentang akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan

Jawaban Responden

Pernyataan STS TS KS SS Skor
> % > % > % > % > %
Komitmen
Afektif 0 0.0 4 7.1 2 3.6 38 67.9 12 21.4 226
Normatif 0 0.0 2 3.6 6 10.7 26 46.4 22 39.3 236
Kontinyu 0 0.0 3 5.4 10 17.9 31 55.4 12 21.4 220
Perspektif 0 0.0 0 0.0 13 23.2 35 62.5 8 14.3 219
Komunikasi
Interpersonal 0 0.0 3 5.4 12 21.4 34 60.7 7 12.5 213
Intrapersonal 0 0.0 1 1.8 5 8.9 43 76.8 7 12.5 224
Kelompok 0 0.0 2 3.6 15 26.8 34 60.7 5 8.9 210
Massa 0 0.0 0 0.0 13 23.2 35 62.5 8 14.3 219
Koordinasi
Horizontal 0 0.0 1 1.8 14 25.0 29 51.8 12 21.4 220
Vertikal 0 0.0 0 0.0 14 25.0 34 60.7 8 14.3 218
Fungsional 0 0.0 2 3.6 13 23.2 37 66.1 4 7.1 211
Kapabilitas
Teknis 0 0.0 1 1.8 5 8.9 43 76.8 7 12.5 224
Taktis 0 0.0 1 1.8 11 19.6 33 58.9 11 19.6 222
Praktis 0 0.0 0 0.0 10 17.9 43 76.8 3 5.4 217
Profesional 0 0.0 2 3.6 14 25.0 38 67.9 2 3.6 208
Kolaborasi
Sistematik 0 0.0 3 5.4 22 39.3 28 50.0 3 5.4 199
Konsisten 0 0.0 3 5.4 14 25.0 37 66.1 2 3.6 206
Logis 0 0.0 1 1.8 4 7.1 46 82.1 5 8.9 223
Kompleks 0 0.0 2 3.6 6 10.7 40 71.4 8 14.3 222
Total Skor 4.137
Rata-rata 217.7

Pada tabel di atas, tanggapan responden tentang model akuntabilitas widyaiswara dengan total skor 4.137
atau dengan rata-rata skor 217.7 dari 19 item pernyataan yang didapatkan pada kelima indikator. Adapun skor
tertinggi dari setiap item pernyataan diberi skor 5 dan skor terendah setiap item pernyataan diberi skor 1. Untuk

mengetahui skor maksimum variabel akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan sebagai berikut:

Skor Maksimum = Skor tertinggi item

Berdasarkan dari hasil penelitian akuntabilitas widyaiswara pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan jumlah
skor hasil perolehan dalam pengumpulan data kuesioner sebesar 4.137. Maka tanggapan dari 56 responden

pernyataan x N x item

pernyataan
=5x56x19
=5.320

akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan yaitu:

Skor Perolehan

Skor Maksimun

Dari hasil pelaksanaan akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan yaitu sebesar 77.8%, hal ini

4.137
x 100% =
5.320

x 100% = 77.8%

secara kontinum dapat dibuat kategori sebagai berikut:
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Gambar 1
Hasil Pelaksanaan Akuntabilitas Widyaiswara dalam Pengelolaan Pelatihan
0 20 40 778 80 100
STB B KB B SB
0 1.064 2.128 3.192 4.256 5.320
STB B KB B SB

Keterangan
Sangat Tidak Baik (STB) = 1x56x 19 = 1.064
Tidak Baik (TB) =2x56x19=2.128
Kurang Baik (KB) =3x56x19=3.192
Baik (B) =4x56x19=4.256
Sangat Baik (SB) =5x56x19=15.320

Berdasarkan hasil penelitian di BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh sebesar 77.8% yang
menunjukkan bahwa akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan pelatihan berada pada penilaian baik. Hal
tersebut berarti bahwa widyaiswara harus peka dan tanggap terhadap setiap perubahan, pembaruan serta IPTEK
yang terus berkembang sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Widyaiswara dituntut untuk selalu
meningkatkan wawasan ilmu pengetahuannya, meningkatkan kualitas pendidikannya schingga dalam
memfasilitasi dan menyampaikan materi kepada pesrta pelatihan. Widyaiswara yang akuntabel harus memahami
pentingnya komitmen dalam menjalankan tupoksinya, senantiasa berkomunikasi aktif dalam membangun
interaksi baik kepada pengelola pelatihan maupun peserta pelatihan. Selain itu, akuntabilitas widyaiswara harus
bisa berkoordinasi secara integrasi dalam mengembangkan bidang kepelatihanan sesuai dengan kapabilitas yang
dimilikinya dan berkolaborasi atau bekerjasama mengelola bidang kepelatihanan.

3.4. Pembahasan

Hasil observasi tentang akuntabilitas widyaiswara dilihat dari komitmen mcnunjukan widyaiswara telah
menjalankan pekerjaannya dengan baik secara bertanggungjawab. Komitmen yang dimaksud berupa ikrar
kesetian dalam melaksanakan tupoksi dengan baik, senangtiasa berkomitmen afektif, normatif, kontinyu dan
perspektif. Akuntabilitas widyaiswara berupa komitmen sebagai bentuk aktualisasi dari totalitas perilaku
widyaiswara untuk mematuhi ketentuan yang berlaku agar lembaga pelatihan bisa maju dan berkembang dalam
mencapai tujuannya. Komitmen mempunyai arti yang strategis dalam mewujudkan kompetensi peserta
pelatihan.

Akuntabilitas widyaiswara berupa komunikasi berupa perwujudan dan tingkah laku widyaiswara
membicarakan, membahas dan mendiskusikan materi kepelatihanan dengan baik penuh tanggungjawab.
Komunikasi yang dimaksud terdiri dari komunikasi interpersonal, intrapersonal, kelompok dan massa.
Akuntabilitas widyaiswara dilihat dari penerapan komunikasi dalam pengelolaan pelatihan berupa perwujudan
aktivitas penyampaian pesan antara komunikator ke komunikan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan
pembahasan materi atau diskusi pelatihan yang disampaikan, didengar atau dilakukan dengar pendapat tentang
berbagai hal kepelatihanan. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan produktif, maka tujuan yang diharapkan
tidak akan berjalan dengan baik tanpa dikomunikasikan secara efektif. ~Akuntabilitas widyaiswara berupa
koordinasi merupakan aktualisasi bentuk dan tindakan kerja yang dilakukan oleh widyaiswara dalam
mengembang dan bekerjasama dengan penuh tanggungjawab atas pekerjaan yang diembannya. Koordinasi yang
dijalankan berupa koordinasi horizontal, koordinasi vertikal dan koordinasi fungsional. Koordinasi dimaknai
sebagai bentuk hubungan kerja yang memiliki karakteristik khusus dalam menyatukan dan menyelaraskan
perilaku dan tindakan yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan dan organisasi khususnya dalam hal aktivitas
kepelatihanan.

Akuntabilitas widyaiswara berupa kapabilitas merupakan aktualisasi atas kemampuan dan keahlian
widyaiswara menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kapabilitas yang dimaksud meliputi
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kapabilitas teknis, taktis, praktis dan profesional. Kapabilitas dari akuntabilitas widyaiswara dalam pelaksanaan
pengelolaan pelatihan merupakan bentuk kemampuan atas perilaku dan tindakan dari widyaiswara dalam
mcnjalankan kcgiatan kcpclatihanan. Akuntabilitas widyaiswara bcrupa kolaborasi mcrupakan pcrilaku dan
tindakan yang diambil oleh widyaiswara untuk mengembang pekerjaannya dengan teratur dan tertib secara
bersama-sama dalam pertanggungjawaban kerja. Kolaborasi yang dimaksud yaitu sistematik, konsisten, logis dan
kompleks. Kolaborasi dari akuntabilitas widyaiswara dalam pelaksanaan pengelolaan pelatihan merupakan
bentuk tindak lanjut dan aktualisasi nyata secara terpadu dalam penyelenggaraan pelatihan.

4. Kesimpulan & Saran

4.1. Kesimpulan

Widyaiswara dalam penyelenggaraan program pelatihan didukung dengan kurikulum yang berisi keseluruhan
isi/materi pelatihan dalam susunan yang sistematis berisi indikator kompetensi yang ingin dicapai, materi pelatihan
dengan teori dan praktek yang proporsional, jangka waktu pelatihan, metode pembelajaran, sarana pelatihan dan
evaluasi serta mekanisme penetapan kelulusan peserta pelatihan.

Akuntabilitas widyaiswara dalam pengelolaan diklat berupa komitmen, komunikasi, koordinasi, kapabilitas
dan kolaborasi telah diaktualisasikan dengan baik di masa pandemi pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.
Akuntabilitas widyaiswara berupa komitmen telah diaktualisasikan berdasarkan kompetensi kepelatihanan yang
diterapkan dengan afektif sesuai kebijakan program dan kegiatan kepelatihanan. Secara normatif sesuai disiplin,
ketaatan, dan kepatuhan. Secara kontinyu, sesuai dedikasi, etos dan prestasi kerja, dan secara perspektif mengarah
kepada inovasi, keunggulan, kontemporer dan modern dalam pengelolaan pelatihan pada BPSDM Provinsi
Sulawesi Selatan.

Akuntabilitas widyaiswara berupa komunikasi menunjukkan bahwa akuntabilitas komunikasi cenderung
dilakukan secara online daripada offline dalam kegiatan kepelatihanan. Penggunaan media kepelatihanan sebagai
instrumen komunikasi yang diterapkan secara online dalam melakukan kegiatan pelatihan untuk meningkatkan
kompetensi peserta pelatihan. Komunikasi kepelatihanan yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelatihan
pengembangan kompetensi teknis umum dan fungsional dilakukan secara online menggunakan aplikasi zoom.
Selain itu, komunikasi online melalui aplikasi internet menggunakan zoom dalam kegiatan kepelatihanan menjadi
instrumen yang bermanfaat dalam kegiatan pelatihan pada BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntabilitas widyaiswara berupa koordinasi telah diwujudkan dan dilaksanakan oleh widyaiswara dan peserta
pelatihan dalam kegiatan kepelatihanan. Dalam hal ini akuntabilitas koordinasi telah diwujudkan dalam
peningkatan kompetensi dan kapasitas PNS sesuai dengan kebutuhan kepelatihanan. Akuntabilitas koordinasi
widyaiswara dengan peserta pelatihan telah teraktualisasikan dengan membantu PNS yang mengikuti pelatihan
fungsional. Selain itu telah diaktualisasikan pelatihan kelembagaan secara akuntabilitas koordinasi dari
penyelenggaraan pelatihan berdasarkan kebutuhan lembaga BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntabilitas widyaiswara berupa kapabilitas menunjukkan widyaiswara telah memiliki kapabilitas dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan pelatihan. Selain itu, widyaiswara memiliki kapabilitas untuk meningkatkan
kompetensi peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Widyaiswara dituntut memiliki kapasitas sebagai
pengembang dan pengelola yang berkompeten di bidang kepelatihanan, sehingga widyaiswara harus mampu
menunjukkan kapabilitas sebagai pengembang dan pengelola lembaga pelatihan yang profesional pada BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan.

Akuntabilitas widyaiswara berupa kolaborasi sebagai pertimbangan penting untuk memudahkan terwujudnya
pengelolaan pelatihan yang baik. Kolaborasi dalam penyelenggaraan pelatihan sangat penting untuk terwujudnya
mutu pelatihan yang sesuai standar akreditasi lembaga pelatihan. Widyaiswara telah menerapkan kolaborasi yang
bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Kolaborasi sebagai pertimbangan penyelenggaraan
pelatihan yang sistematik, konsisten, logis dan kompleks dipahami oleh widyaiswara sebagai akuntabilitas yang
penting di lingkup BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

4.2. Rekomendasi

Widyaiswara di lingkup BPSDP Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya akuntabilitas komitmen terus ditanamkan
dan ditumbuhkan dalam diri widyaiswara agar menjadi perilaku dan tindakan yang selalu berikrar dalam
memajukan organisasi secara afektif, menjalankan aktivitas kerja sesuai aturan yang berlaku, senantiasa berikrar
untuk inovatif dalam bekerja secara kontinyu dan menata penyelenggaraan kepelatihanan secara profesional di
masa akan datang. Diharapkan setiap widyaiswara mampu menjalankan akuntabilitas komunikasi secara efektif dan
tepat sasaran dalam mengkomunikasikan setiap aktivitas kepelatihanan baik secara interpersonal, intrapersonal,
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kelompok maupun massa terkait pengembangan dan pengelolaan kepelatihanan yang unggul, maju dan modern.
Sebaiknya setiap widyaiswara dalam menjalankan aktivitas kepelatihanan berikrar untuk berkoordinasi secara
bertanggungjawab dan terus meningkatkan kerjasama secara horizontal, vertikal dan fungsional dari beban kerja
yang diemban untuk mewujudkan pengelolaan kepelatihanan yang baik. Seharusnya setiap widyaiswara mampu
menunjukkan kapabilitasnya dalam penyelengaraan kepelatihanan sesuai dengan kemampuan mengelola pelatihan
secara tcknis, taktis, praktis dan profesional untuk mewujudkan pengelolaan pelatihan yang baik.
Mempertimbangkan akuntabilitas kolaborasi secara terpadu agar penyelenggaraan kepelatihanan dilaksanakan
secara sistematik, konsisten, logis dan kompleks dalam mempermudah dan memperlancar berlangsungnya
kegiatan pengelolaan pelatihan
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